
 

 

 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR  14  TAHUN  2012 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

 LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas,  akuntabilitas  
dan merespon dinamika perkembangan masyarakat serta 
penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap besaran organisasi Perangkat Daerah; 

 

b. bahwa berdasarkan analisis beban Kerja Kantor Lingkungan 
Hidup memungkinkan untuk ditingkatkan menjadi Badan 
Lingkungan Hidup karena menyelenggarakan fungsi 
koordinasi dalam penyusunan program, pengawasan, 
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup; 
 

c. bahwa seiring  dengan tuntutan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat khususnya kebidanan dan kandungan 
secara komprehensif maka UPTD rumah bersalin daerah 
Panti Nugroho perlu ditingkatkan menjadi rumah sakit 
khusus bersalin;  
 

d. bahwa dalam upaya membentuk Rumah Sakit Khusus 
Bersalin, dan untuk melakukan penyesuaian terhadap 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu 
mengubah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Purbalingga; 

  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah  Kabupaten Purbalingga; 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan jUndang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14);  

 

 



 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 
dan 
 

BUPATI PURBALINGGA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  NOMOR 
14 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 
Pasal   I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Lembaga Teknis 
Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2010 Nomor 14) diubah sebagai berikut : 
 
 
 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut :  

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA 
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

6. Inspektorat Kabupaten yang selanjutnya disebut 
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purbalingga. 

7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 
selanjutnya disebut BAPERMASDES adalah Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Purbalingga. 

8. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan yang selanjutnya disebut BKBPP adalah 
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Perempuan Kabupaten Purbalingga. 



 

 

9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Purbalingga. 

10. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.  

11. Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik yang selanjutnya disebut 
KANKESBANGPOL adalah Kantor Kesatuan Bangsa, dan  Politik 
Kabupaten Purbalingga. 

12. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut KPAD 
adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Purbalingga. 

13. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya 
disebut KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal  dan Perizinan Terpadu 
Kabupaten Purbalingga. 

14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Goeteng Taroenadibrata yang 
selanjutnya disebut  RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah  dr. 
Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga. 

15. Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho yang selanjutnya 
disebut   RSKBD Panti Nugroho adalah Rumah Sakit Khusus Bersalin 
Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga. 

16. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi 
pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan 
kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standard pelayanan 
medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal. 

17. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau 
profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada 
pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan 
pelayanan rumah sakit. 

18. Satuan pengawas internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas 
melaksanakan pengawasan intern rumah sakit. 

19. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan 
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan 
penelitian rumah sakit. 

20. Unit Pelaksana Teknis  Badan  yang selanjutnya disingkat UPTB adalah 
Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Purbalingga. 

21. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

 

2. Ketentuan dalam Pasal 2 angka 6 dan angka 7  diubah, dan setelah angka 

10 ditambah angka 11 baru ,  sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut  : 

 
Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri 
dari : 



 

 

1. BAPPEDA. 

2. Inspektorat. 

3. BAPERMASDES. 

4. BKBPP. 

5. BKD. 

6. BLH. 

7. KANKESBANGPOL. 

8. KPAD. 

9. KPMPT. 

10. RSUD. 

11. RSKBD Panti Nugroho. 

 

3. Ketentuan BAB IX, Pasal 27, Pasal  28, Pasal 29 dan Pasal 30 diubah 
sehingga  berbunyi, sebagai berikut: 

 
BAB IX  
BLH 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
  

Pasal 27 
 

BLH merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah 
dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA. 

 
Pasal 28 

 
BLH mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan oleh Bupati. 

 
Pasal 29 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 

BLH mempunyai fungsi  : 

a. penetapan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup; 

b. penetapan dan pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup strategis Tingkat 

Kabupaten; 

c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai rencana perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 


